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BAB I 

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM DELIK ADUAN 

PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL 

(POLRESTA PALEMBANG) 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini termaktub di dalam 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga, segala 

tindak-tanduk warga dan pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Hukum 

itu sendiri memiliki ciri-ciri, salah satu ciri-ciri yang dinyatakan tegas oleh 

Julius Stahl adalah, negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia
1
. Dengan demikian, penerapan negara hukum 

juga harus diimbangi dengan jaminan hak asasi manusia oleh negara, namun 

dalam peraktek hukumnya, terdapat hukum pidana yang dimana hukum 

tersebut membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam salah satu turunan 

sanksi nya. 

Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu sanksi istimewa, karena 

hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan 

hukuman penjatuhan atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup 

manusia. Lebih dari itu, hukum pidana memuat Sanksi-sanksi atas 

pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi 

yang diatur dalam hukum lain
2
. Semakin berkembangnya teknologi, membuat 

                                                             
1
Dahlan Thaib, dkk., Teori dan Hukum Konstitusi,(Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm. 

2 
2
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2010), hlm. 1 
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muatan-muatan hukum yang bersifat dinamis juga ikut mengalami 

perkembangan, satu diantara perkembangan tersebut adalah teknologi yang 

semakin menjamur penggunaannya di masyarakat. 

Media masa merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan 

sosial pada masyarakat, dalam bentuk konkritnya mengubah perilaku manusia 

dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian 

lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-

nilai baru, dan sebagainya
3
.  Belum lagi hadirnya internet yang membuat 

batasan-batasan jarak dan waktu dapat terpangkas. Pada turunannya, media 

yang berkembang ditambah dengna internet menghasilkan teknologi media 

menjadi ruang untuk bersosial, yang sering disebut dengan media sosial. 

Dalam artiannya, media sosial ialah media online yang bertujuan untuk 

memudahkan pada penggunanya dalam berbagi informasi. Dengan tujuan 

tersebut, mudahnya akses media sosial  mempunyai banyak sekali manfaat 

bagi para penggunanya. Tetapi, mudahnya akses ke media sosial tersebut 

memicu terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dari perkembangan aplikasi 

internet ini disebut dengan cybercrime. Cybercrime ialah gejala sosial yang 

telah menuju pada ranah hukum pidana, misalnya berupa kejahatan (crime) 

yang tidak hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal, nasional, 

atau regional, melainkan permasalahan global dan menjadi dampak negatif 

dari aplikasi internet yang mencakup semua jenis kejahatan yang telah 

dilakukan. 

                                                             
3
Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi 

Informasi, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), hlm. 3 
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Internet yang semakin berkembang penggunaannya pada cara manusia 

bersosial, memberikan dampak kemudahan akses untuk saling bertukar 

informasi dengan biaya murah dan waktu yang singkat. Oleh sebabnya ialah 

internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan 

berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan Teknologi Informasi 

(cybercrime) misalnya, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, 

perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak 

diberitakan tentang tuduhan penghinaan nama baik oleh berbagai pihak. 

Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list (milis), meneruskan 

(forward) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media 

sosial, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya
4
. 

Tindak penghinaan cyber yang terjadi di Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang 

semakin maju. Para pelaku tindak pidana dengan mudahnya dapat mengakses 

semua jaringan media sosial yang ada seperti facebook, instagram, twitter, 

youtube, blog dan lainnya. Pada saat ini situs jejaring sosial banyak 

disalahgunakan dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses 

informasi elektronik yang menjadi ruang untuk masyarakat menyampaikan 

pendapat, argumen, sehingga melakukan tindak pidana penghinaan. 

Dibentuknya UU ITE ini mengupayakan untuk mengurangi pengaruh 

buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain perbuatan-perbuatan 

yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat bahkan 

                                                             
4
Andi Hamzah, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Cetakan ke 2, 

(Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm 73 
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kepentingan hukum negara. Dengan demikian, UU ITE telah menetapkan 

perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan 

telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai 

kepentingan hukum dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu
5
. 

Penghinaan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam pasal 27 

Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

apabila ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"
6
. 

Ilmu Hukum pidana, di dalam nya terdapat dua jenis delik, yakni delik 

aduan dan delik biasa. Delik biasa juga disebut suatu tindak pidana yang 

dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban (yang 

dirugikan). Adapun delik aduan ialah tindak pidana yang baru dapat 

dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. 

Rumusan delik-delik aduan dapat juga dijumpai di pasal-pasal dalam KUHP. 

Pasal-pasal yang memuat rumusan delik aduan yakni diantaranya Pasal 284, 

287, dan 293 KUHP tentang delik kesusilaan, Pasal 310 sampai dengan 321 

                                                             
5
Drs. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, Tindak Pidana Informasi & Transaksi 

Elektronik (Malang, Media Nusa Creative, 2015), hlm 3 
6
Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 
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KUHP mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 

323 KUHP tentang delik membuka rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal 

kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan membawa pergi seorang 

wanita belum dewasa tanpa diketahui orang tua atau walinya dengan 

persetujuan wanita itu, dan lain sebagainya. Delik aduan dibedakan atas delik 

aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik 

yang dalam semua keadaan ialah delik aduan. Delik aduan relatif merupakan 

delik yang dalam keadaan tertentu ialah delik aduan, sedangkan biasanya 

merupakan delik aduan. Contoh dari delik aduan relatif yaitu pencurian antar 

keluarga dekat (pasal 367 KUHP). Selama ini tidak ada pembedaan dalam hal 

proses penyelesaian perkara delik biasa dengan delik aduan. Bagi korban 

yang memang menghendaki untuk diadakannya penuntutan atas delik aduan 

yang menimpa dirinya dapat langsung membuat laporan pengaduan ke 

kepolisian. Dengan adanya laporan pengaduan ini, maka alur penyelesaian 

perkara pidananya dijalankan seperti pada delik biasa yaitu melalui tahap 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan 

putusan
7
. 

Kepolisin Republik Inodnesia dalam menangani tindak pidana, 

memiliki pendekatan restorative justice yang diatur di dalam Surat Edaran 

No.08 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam 

Penyelesaian Perkara Pidana, hal ini dapat digunakan sebagai solusi untuk 

                                                             
7
Yasser Arafat, “Penyelesaian Perkara Delik Aduan  dengan Persfektif Restorative 

Justice”, Borneo Law Review, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017 hlm. 129. Diakses pada 

http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714/385, 5 Februari 2021. Pukul 02.23 

WIB. 
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menangani sanksi yang diberikan pada pelaku pencemaran nama baik di 

media sosial, serta dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative 

Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem 

peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, 

pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai 

kesepakatan
8
. 

Liebmann mengartikan secara sederhana bahwa restorative justice 

sebagai sesuatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan 

kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan 

untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut
9
. Dalam 

Pandangan Restorative Justice, makna tindak pidana pada dasarnya sama 

seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap 

individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam 

sistem peradilan pidana pada saat ini, korban utama atas terjadinya tindak 

pidana adalah Negara. Berdasarkan pendekatan restorative justice korban 

utama bukanlan negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku ataupun 

korban merupakan korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk 

memperbaiki rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, maka 

dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana 

yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha 

                                                             
8
Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, 2008, Diakses 

http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23291, 5 Februari 2021. Pukul 02.30 WIB. 
9
 Marian Liebmann, „’Restorative Justice, How It Work’’, (London and Philadelphia, 

Jessica Kingsley Publisher, 2007), hlm 25 
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perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan 

tersebut
10

. 

Program restorative ditingkat penuntutan dapat dilakukan berdasarkan 

Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tersebut memberikan 

kewenangan bagi jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan 

umum. Kalimat ”mengesampingkan perakara demi kepentingan umum” dapat 

dimaknai dengan perubahan dan pergeseran dari prosedur retributive justice 

kearah restorative justice, dari berorientasi pada penjatuhan pidana sampai ke 

arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan 

pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas. 

Kewenangan diskresi dapat digunakan dengan pendekatan restorative 

justice di tingkat kepolisian (tahap penyidikan dan penyelidikan). Menurut 

Subroto Brotodiredjo bahwa discretion yang dalam bahasa disebut nach 

eigenem( nach freiem ermessen ) yang diterjemahkan menjadi kebebasan 

bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup 

kewajiban, jadi bukan sebebas-bebasnya
11

. Sehingga walaupun diterapkan 

dalam koridor yang terbilang bebas, keweangan tersebut masih memiliki 

sekat yang membatasi kewenagan tersebut jika melewati batasannya. Hal ini 

dilakukan agar visi untuk menerapkan kesehjateraan dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya. Pada konteks penyelengaraan kesejahteraan umum 

                                                             
10

Paulus Hadisuprapto,  Peradilan restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa 

Datang, (Semarang, Diponegoro University Press, 2006), hlm 225 
11

 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum, (Jakarta, PT. Binas 

Aksara,1987), hlm 51 
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dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “welfare state‟‟ 

dan sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam 

penerapan asas legalitas. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan 

dalam mengambil kewenangan diskresi adalah
12

 : 

a. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung 

wewenang diskresioner yang dijabarkan. Dalam hal ini pasal 15 ayat 

(1) huruf b dan huruf f  UU No.2 Tahun 2002, bahwa : Dalam rangka 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaskud dalam pasal 13 dan 

14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

1. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum. 

2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

b. Tidak bertentangan nyata-nyata dengan nalar sehat. 

c. Harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan,keadaan-

keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan. 

d. Isi kebijaksanaan harus jelas tentang hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dari warga yang terkena peraturan. 

e. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan tentang kebijaksanaan 

yang akan ditempuh harus jelas. 

f. Harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-

hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena kebijaksanaan 

                                                             
12

 Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, 

(Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), hlm 45-46 
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harus dihormati, juga harapan-harapan warga yang pantas telah 

ditimbulkan jangan sampai diingkari. 

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai restorative justice dalam 

delik aduan penghinaan nama baik di media sosial maka penulis termotivasi 

untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENDEKATAN RESTORATIVE 

JUSTICE DALAM DELIK ADUAN PENGHINAAN NAMA BAIK DI 

MEDIA SOSIAL (POLRESTABES PALEMBANG)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendekatan restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial ? 

2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan 

nama baik di media sosial ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulis skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui konsep pendekatan restorative justice dalam delik 

aduan penghinaan nama baik di media sosial. 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pendekatan restorative 

justice dalam kasus penghinaan nama baik di media sosial. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana 

sekaligus ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

Pendekatan Restorative Justice Dalam Delik Aduan Penghinaan Nama 

Baik Di Media Sosial. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 

dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada 

sebelumnya. Serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan 

penegakan hukum di Indonesia.  

2. Secara Praktis  

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau 

pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, 

dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai 

pendekatan restorative justice dalam delik aduan penghinaan nama baik di 

media sosial serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan 

perundang-undangan di bidang hukum pidana khususnya pemberian 

sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan nama baik dimedia 

sosial. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada penegakan 

hukum pidana pada pendekatan restorative justice dalam delik aduan 

penghinaan nama baik di media sosial bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 

tahun 2016 memiliki materi muatan penghinaan melalui media sosial. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk 

menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hokum pidana 

menjadi kenyataan, ialah hukum pidana menurut Van Hammel ialah 

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam 

kewajibannya untuk penegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang 

bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa 

(penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.
13

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum ialah suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan 

keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang 

merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat 

diartikan pula penyelenggara hukum oleh petugas penegakan hukum dan 

                                                             
13

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, 

PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7 
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setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan 

masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian 

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu 

penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku 

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap 

tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum 

mungkin akan terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan 

pola perilaku yang tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan 

hidup
14

. 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakan hukum 

pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang 

bermuara pada pidana dan pemidanaan, yang meliputi:
15

 

a. Tahapan Formulasi 

Tahapan Formulasi merupakan tahapan penegakan hukum 

pidana oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan 

kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa 

kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam 

                                                             
14

Kuncoro, Penegakan Hukum, 

 http://www.jimly.com.makalah.namafile/56/penegakanhukum.pdf, Diunduh 5 Februari 

2021, pukul 08:04 WIB 
15

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Jakarta, Rineka 

Cipta, 2002), hlm 157 
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bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik guna 

memenuhi syarat keadilan tahap ini disebut sebagai tahap 

kebijakan legislasi. 

 

b. Tahap Aplikasi 

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hokum pidana oleh 

aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai di 

pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum 

mempunyai tugas untuk menegakkan serta menerapkan 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh si 

pembuat undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas tersebut 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap 

yudikatif. 

 

c. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan pelaksanaan 

hukum serta secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. 

Pada tahapan ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakan peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang melalui penerapan pidana  yang telah 

diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses 

pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, 

aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksana tugasnya harus 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang 
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telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang 

daya guna. 

 

 

2. Teori Pendekatan Restorative Justice 

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan 

intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang 

disebabkan atau diungkapkan oleh pelaku kriminal. Proses ini sangat 

kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang 

sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Restorative 

Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat 

pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan 

keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar 

adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu 

menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan 

masyarakat
16

. Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative 

justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan 

restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori 

penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga 

menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat
17

. 

 

                                                             
16

Kuat Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Fakultas Hukum 

Universitas Jendral Sudirman. 
17

Lihat bagir Manan, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum (Jakarta, Varia Peradilan, 

2007), hlm 10. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan 

kecermatan
18

. Penelitian juga termasuk sarana pokok dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang digunakan 

harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris, Metode 

penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 

untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya di 

lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang 

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris 

dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan 

bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu 

masyarakat, badan atau badan pemerintahan. Pada penelitian ini dilihat 

utamanya bagaimana peranan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam 

melakukan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana 

penghinaan nama baik di media sosial. 
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I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Nomatif (Jakarta, Prenada Media 

Group, 2016), hlm.1 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendeketan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi 

aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan 

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara 

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan 

perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi
19

. 

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat suatu 

kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi 

keperluan penelitian atau penulisan hukum
20

. 

 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dan mempunyai kekuatan hokum mengikat, terdiri dari bahan bukum 

primer, bahkan hukum sekunder, dan bahkan tersier
21

, antara lain : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

                                                             
19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Media Group, 2009), 

hlm 93 
20

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 23  
21

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT 

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 31 
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

4. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

penulisan ini. 

b. Bahan hukum sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hokum 

primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artiker, 

surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini
22

. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hokum primer atau bahan hokum sekunder yang berasal dari 

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya
23

. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Palembang yang 

ber alamat di 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan. 

 

                                                             
22

Ibid. 
23

Ibid.  
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5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Arikunto, berpendapat bahwa populasi ialah keseluruhan subyek 

penelitian. Sedangkan menurut sugiyono, bahwa populasi dapat 

didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya, populasi ialah keseluruhan atau himpunan obyek 

dengan ciri yang sama. 

b. Sampel  

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penarikan sampel yang digunakan 

ialah purposive sampling
24

. Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdarsarkan kedudukan 

dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh 

populasi dalam penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 

1) 1 Orang Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes 

Palembang berpangkat IPTU 

2) 1 Orang Petugas Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes 

Palembang berpangkat Bripda 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta, Universitas Indonesia 

Press, 1984), hlm. 5 



19 
 

 
 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah data kualitatif yaitu 

penelitian yang memasukan juga situasi sosial tertentu dengan melakukan 

observasi serta wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial tersebut. Pada penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian 

tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel 

penelitian. Pertanyaan di rumuskan dengan maksud untuk memahami 

gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan 

ditemukan hipotesis atau teori baru
25

. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder setelah 

dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan data yang 

telah dikumpulkan diteliti dan diperiksa kembali. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang belum 

terjawab atau belum ada relevannya jawaban dengan pertanyaan, atau 

masih ada kekurangan data maka akan diperbaiki dengan melakukan 

pertanyaan ulang dan pertanyaan tambahan kepada responden yang 

bersangkutan untuk menyempurnakan dan melengkapi data tersebut. 

8. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. 

                                                             
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 

2005), hlm 237 
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9. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika 

deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan 

(dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga 

dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagi 

upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang 

ada dalam skripsi ini
26

. 

                                                             
26

Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta, Ineka Cipta, 2009), hlm 72 
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